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ABSTRAK 
 
Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 
terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Makassar 
 
Tax Collecting Effect with Warning Slip and Enforcement Letter through Tax 
Arrears Disbursement at Tax Services Head Office Makassar 
 
 
Yunus Lienardo 
Rusman Thoeng 
Agus Bandang 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penagihan pajak dengan surat 
teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Makassar. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis 
regresi linear berganda. Penelitian ini juga menggunakan pengujian asumsi 
klasik dan pengujian hipotesis berupa uji signifikan F dan uji statistik t. Hasil 
penelitian ini menunjukkan secara simultan jumlah tunggakan pajak dari surat 
teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pencairan tunggakan pajak. Secara parsial komponen jumlah 
tunggakan pajak dari surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan masing-
masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
 
Kata kunci : Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan 
Tunggakan Pajak. 
 
This study aims to examine the effect of tax collecting with Warning Slip and 
Enforcement Letter through Tax Arrears Disbursement at Tax Services Head 
Office Makassar. Used data is from secondary data. This study uses quantitative 
menthod and using multiple linear regression. This study also use classical 
asumption test and hypotesis test which are F significance test and T statistic 
test. The result of this study shows that numbers of tax arrears of issued warning 
slip and enforcement letter are simultaneously affect positively and through tax 
arrears disbursement. Partially, numbers component of warning slip and 
enforcement letter which are issued of each affect positively and significantly 
through tax arrears disbursement.  
Keywords: Tax Collecting , Warning Slip, Enforcement Letter, Tax Arrears 
Disbursement. 
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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Negara Republik 
Indonesia secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh 
tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber 
kemampuan sendiri. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
pembiayaan pembangunan nasional, karena penerimaan dari sektor pajak 
ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. 
Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (lampiran 1), 
jumlah penerimaan pajak sekitar 76% dari total penerimaan negara pada tahun 
2013. Salah satu jenis pajak yang penerimaannya paling besar dalam APBN 
adalah pajak penghasilan. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, 
pemahaman dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi 
di bidang perpajakan di tahun 1983. Di mana reformasi tersebut adalah sistem 
pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu 
official assesment system menjadi self assesment system. 
Self Assessment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak di 
mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sehingga melalui sistem 
administrasi perpajakan ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, 
terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.  
1 
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Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu 
tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan 
penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran 
pembayaran pajak secara sukarela. 
Menurut Priantara (2013) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan 
agar penanggung pajak melunasi pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara: 
menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual (melelang) 
barang yang telah disita. Hal ini berarti penagihan pajak merupakan suatu 
tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas piutang pajak yang harus dibayar 
wajib pajak baik dengan cara yang lembut atau persuasif dan administratif hingga 
dengan cara penyitaan dan pelelangan. 
Tindakan penagihan pajak dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2000. Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan 
kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran 
dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna 
mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan 
penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. 
Tindakan penagihan pajak pasif dan aktif merupakan cara yang dilakukan 
oleh fiskus dalam mengurangi tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau 
belum dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan 
menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
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(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 
Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, 
Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih 
besar.  
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif. 
Dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim 
surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi melakukan penerbitan surat 
teguran, pemberitahuan surat paksa, dan akan diikuti dengan tindakan sita, dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 
Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang 
masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau 
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya 
berdasarkan ketentuan perpajakan. Surat teguran diterbitkan untuk menegur 
atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. 
Utang pajak yang masih belum dilunasi oleh wajib pajak setelah 
disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan oleh KPP dan 
diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak. Surat 
paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
Surat ini diterbitkan setelah lewat 21 hari sejak tanggal disampaikan surat 
teguran kepada wajib pajak. 
Berikut ini merupakan tabel perkembangan tunggakan pajak selama 
tahun 2011-2013 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Tunggakan Pajak di KPP Madya Makassar 
Tahun Jumlah Tunggakan Pajak 
2011 Rp. 198.534.041.678 
2012 Rp. 225.994.151.129 
2013 Rp. 380.995.931.758 
Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Makassar 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai 2013 
jumlah tunggakan pajak mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah 
tunggakan pajak sebesar Rp 198.534.041.678 dan pada tahun 2012 jumlah 
tunggakan pajak terjadi peningkatan sebesar Rp 225.994.151.129. pada tahun 
2013 jumlah tunggakan pajak peningkatannya cukup besar yaitu sebesar Rp 
380.995.931.758. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan tindakan penagihan 
pajak yang mempunyai kekuatan hukum bersifat memaksa, seperti penagihan 
pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erwis (2012) dan Velayati 
(2013) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan 
surat teguran dan surat paksa di KPP pada umumnya tidak efektif. Penelitian 
yang dilakukan oleh Marduati (2012) bahwa penagihan pajak dengan surat 
teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 
dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Madya 
Makassar” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. 
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1. Apakah surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar? 
2. Apakah surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar? 
3. Apakah surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh 
terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Makassar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak  dengan surat teguran 
terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Makassar. 
2. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak  dengan surat paksa 
terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Makassar. 
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak  dengan surat teguran 
dan surat paksa secara simultan terhadap pencairan tunggakan pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
1.4 Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Kegunaan Teoritis 
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
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pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penagihan pajak dengan 
surat teguran dan surat paksa, dalam hal penerimaan tunggakan pajak.  
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi tentang 
penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
b. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai 
bahan masukan dan rujukan bagi penliti yang akan melaksanakan 
penelitian yang sejenis. 
 
3. Kegunaan Kebijakan 
Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar, dapat digunakan sebagai 
bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja 
sehingga dapat berjalan lebih baik. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang 
membahas mengenai teori dan konsep umum yang akan 
digunakan dalam penelitian serta penelitian terdahulu yang 
berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini 
dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis data dan informasi 
yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. 
Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisis yang akan 
dijadikan dasar dalam pembuatan kesimpulan dan saran 
penelitian ini. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Pajak 
2.1.1.1 Definisi Pajak 
Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang 
berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada 
dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak 
sehingga mudah dipahami. 
Widyaningsih (2013) mendefinikan pajak sebagai berikut. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa 
secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma 
hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif 
untuk mencapai kesejahteraan umum 
  
 
Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). 
Sedangkan menurut Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang 
atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 
guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteran umum (Waluyo, 2011:3). 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Perpajakan. 
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Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
 
2.1.1.2 Teori Pemungutan Pajak 
Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak (Priantara, 2013:4), yaitu 
sebagai berikut. 
1. Teori asuransi 
Menurut teori ini, salah satu tugas Negara adalah memberikan 
perlindungan kepada rakyatnya atau keselamatan jiwa dan hartanya 
dengan cara menjaga ketertiban dan keamanan. Seperti halnya asuransi, 
rakyat sebagai tertanggung yang membutuhkan perlindungan dan Negara 
sebagai penanggung yang memberikan perlindungan, tertanggung harus 
membayar sejumlah premi atas risiko kerugian harta atau jiwanya kepada 
penanggung. 
2. Teori kepentingan 
Teori ini mengatakan bahwa Negara dan rakyatnya saling memiliki 
kepentingan. Rakyat membutuhkan Negara sebagai pengayom, 
pelindung, dan pengatur. Tetapi agar Negara (dalam hal ini dilaksanakan 
oleh pemerintah) dapat menjalankan perannya maka diperlukan dana. 
Oleh karena itu sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan 
pemerintah dibebankan kepada rakyat. 
3. Teori gaya pikul 
Pemerintah membutuhkan dana agar fungsi Negara dan peran 
pemerintah dapat berjalan, maka rakyat memberikan sebagian 
kekayaannya dalam bentuk pajak. Pada teori ini pajak yang dibebankan 
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kepada masing-masing orang berdasarkan pada gaya pikul seseorang 
atau kemampuan seseorang. 
4. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti 
Berlawanan dengan teori-teori sebelumnya yang melihat ada hubungan 
antara pemerintah dengan rakyatnya dan tidak mengutamakan 
kepentingan Negara di atas kepentingan warganya maka teori ini 
mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu Negara maka 
dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan 
kewajiban rakyat untuk membayar pajak yang pada akhirnya menjadi 
suatu tanda bakti rakyat kepada Negara. 
5. Teori asas gaya beli 
Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak diibaratkan dengan pompa 
yang mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat kepada 
rumah tangga Negara dan selanjutnya memompa keluar atau 
menyalurkan kembali dari Negara kepada masyarakat. 
 
2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak 
Beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak 
(Widyaningsih, 2013:12), antara lain. 
1. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran 
yang terkenal “The Four Maxims”, asas pemungutan pajak adalah 
sebagai berikut. 
a. Asas equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 
keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus 
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara 
tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 
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b. Asas certainly (asas kepastian hukum: semua pungutan pajak harus 
berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat 
dikenakan sanksi hukum. 
c. Asas convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat 
waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang 
tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib 
pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak 
menerima hadiah. 
d. Asas efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 
pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya 
pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. 
2. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus 
berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi 
penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 
b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh Negara harus digunakan 
untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 
c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh Negara digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang 
satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang 
sama (diperlakukan sama). 
e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan 
sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai 
obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 
3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. 
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a. Asas politik finansial: pajak yang dipungut Negara jumlahnya 
memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua 
kegiatan Negara. 
b. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat. Misalnya pajak 
pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 
c. Asas keadlian yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa 
diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 
d. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan 
(kapan, di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan 
(bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. 
e. Asas yuridis segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-
Undang. 
 
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 
Syarat pemungutan pajak (Widyaningsih, 2013:17), yaitu. 
1. Pemungutan pajak harus adil 
Seperti halnya produk hukum, pajak pun mempunyai tujuan untuk 
menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 
perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya: 
a. Dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. 
b. Pajak diberlakukan bagi setiap  warga Negara yang memenuhi syarat 
wajib pajak. 
c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan seacara umum sesuai 
dengan berat ringannya pelanggaran. 
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 
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Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan 
yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang 
pajak, yaitu: 
a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara yang berdasarkan UU 
tersebut harus dijamin kelancarannya. 
b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 
umum. 
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 
3. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 
mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 
perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan 
kepentingan masyarakat dan menghambat laju usaha masyarakat 
pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. 
4. Pemungutan pajak harus efisien 
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada 
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan 
pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan 
demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran 
pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 
pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak 
dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 
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memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan 
kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan 
pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak. 
 
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 
Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury (Priantara, 
2013:7), sebagai berikut. 
1. Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana 
wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh seseorang 
berada pada pemungut atau aparatur pajak, dalam hal ini wajib pajak 
bersifat pasif, menunggu ketetapan dari aparatur pajak, hutang baru 
timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparatur pajak. Dengan 
demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung 
pada aparatur pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada 
pada aparatur pajak. 
2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana 
wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada 
wajib pajak dalam sistem ini wajib pajak harus aktif menghitung, 
memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 
3. Full Self Assessment System yaitu suatu sistem perpajakan di mana 
wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak 
berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajaknya. 
4. Semi Full Self Assessment yaitu sistem pemungutan pajak campuran 
antara self assessment dan official assessment. 
Pendapat lain menyatakan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu: 
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1. official assessment system 
2. self assessment system 
3. withholding system yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak 
diberi wewenang untuk menentukan objek pajak pajak yang terkait 
dengan transaksinya dengan pihak lain dan menentukan besarnya pajak 
yang harus dipotong atau dipungutnya sesuai dengan objek pajak 
tersebut serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong 
atau dipungut. 
 
2.1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak 
Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua 
(Mardiasmo, 2011:8), yaitu. 
1. Perlawanan pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 
antara lain: 
a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. sistem perpajakan yang (mungkin sulit dipahami masyarakat). 
c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
2. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 
langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 
Bentuknya antara lain. 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 
melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 
melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). 
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2.1.2 Utang Pajak 
2.1.2.1 Timbulnya Utang Pajak 
Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo, 
2011:8) yaitu. 
1. Ajaran formil 
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assessment system. 
2. Ajaran materiil 
Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang 
dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini 
diterapkan pada self assessment. 
 
2.1.2.2 Hapusnya Utang Pajak 
Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut 
(Waluyo, 2011:19). 
1. Pembayaran 
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena 
pembayaran pajak yang dilakukan ke kas Negara. 
2. Kompensasi 
Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan 
tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, 
kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa 
kelebihan pembayaran pajak. 
3. Daluwarsa 
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk 
melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh 
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tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa 
pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal 
ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat 
ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara 
lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 
4. Pembebasan 
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena 
ditiadakan. Pembebasam umumnya tidak diberikan terhadap pokok 
pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 
5. Penghapusan 
Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, 
tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya: keadaan 
keuangan wajib pajak. 
 
2.1.3 Penagihan pajak 
2.1.3.1 Definisi Penagihan Pajak 
Menurut Priantara (2013) Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan 
agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
dengan cara: 
a. menegur atau memperingatkan, 
b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
c. memberitahukan Surat Paksa, 
d. mengusulkan pencegahan, 
e. melaksanakan penyitaan, 
f. melaksanakan penyanderaan, dan 
g. menjual (melelang) barang yang telah disita. 
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Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 
jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak adalah pelaksana 
tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 
pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan (Priantara, 2013:116). 
 
2.1.3.2 Tindakan Penagihan pajak 
Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan 
pajak aktif dan penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui 
surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau 
penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000, yakni. 
1. Penagihan pajak pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakna Surat Tagihan 
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan 
Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, 
Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi 
lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak 
terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum 
dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan 
penagihan 
2. Penagihan pajak aktif 
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Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak 
pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif 
dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan 
pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan 
pelaksanaan lelang. 
 
2.1.4 Surat Teguran 
Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenisnya adalah 
surat yang diterbitkan oleh Pejabat apabila penanggung pajak tidak melunasi 
utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam 
hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi 
berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perpajakan (Priantara, 2013:115). 
 
2.1.5 Surat Paksa 
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. Selain kondisi apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 
disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal 
(Priantara, 2013:117): 
1. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus; atau 
2. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 
pajak 
Adapun ciri-ciri surat paksa (Priantara, 2013:118) yaitu. 
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1. Formulir surat paksa harus memuat kepala surat dengan keterangan 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 
2. Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak; 
b. dasar penagihan; 
c. besarnya utang pajak; dan 
d. perintah untuk membayar. 
3. Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari 
putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding 
lagi pada hakim atasan. 
4. Yang dapat ditagih dengan surat paksa, adalah semua jenis pajak pusat 
dan pajak daerah yang terdiri dari: 
a. pajak pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang bayar), 
b. sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), 
bunga, biaya termasuk biaya penagihan. 
5. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan oleh Jurusita 
Pajak Pusat dan Jurusita Pajak Daerah. 
Setelah Surat Paksa diterbitkan maka surat paksa ditindaklanjuti dengan 
langkah-langkah sebagai berikut (Priantara, 2013:119). 
1. Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan 
penyerahan Salinan Surat Paksa Kepada Penanggung Pajak. 
Pemberitahuan Surat Paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan 
membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam 
Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. 
Berita Acara sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, 
21 
 
dan tempat Pemberitahuan Surat Paksa serta ditandatangani oleh 
Jurusita Pajak dan Penanggung Pajak. 
2. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak 
kepada: 
a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain 
yang memungkinkan; 
b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja 
di tempat usaha Penanggung Pajak jika Penanggung Pajak tidak 
dapat dijumpai; 
c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus 
harta peninggalan, jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta 
warisan belum dibagi; 
d. para ahli waris jika wajib pajak telah meninggal dunia dan harta 
warisan telah dibagi. Terhadap wajib pajak yang meninggal dunia dan 
meninggalkan warisan yang telah dibagi, Surat Paksa diterbitkan dan 
diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa 
dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi 
sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-
masing ahli waris. Dalam hal ini ahli waris belum dewasa, Surat 
Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya. 
Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan dengan 
cara di atas, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara 
menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-
kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana 
wajib pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. 
3. Surat terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada. 
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a. Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali 
atau mayoritas untuk perseroan terbuka, Pemegang Saham untuk 
perseroan tertutup, dan orang yang nyata-nyata mempunyai 
wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil 
keputusan dalam menjalankan perseroan, untuk perseroan terbatas. 
b. Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk BUT. 
c. Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan 
dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk 
badan usaha lainnya seperti KIK, persekutuan, firma, dan perseroan 
komanditer 
d. Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta 
bertanggung jawab atas yayasan, untuk yayasan. 
e. Pengawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 
bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah 
seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d. pengertian 
pengawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi 
keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan 
masyarakat, atau bagian umum dan bukan pengawai harian. 
Apabila pemberitahuan Surat Paksa tidak dilaksanakan dengan cara di 
atas, Surat Paksa tetap dapat disampaikan dengan cara 
menyampaikannya melalui Pemerintah Daerah setempat, sekurang-
kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa di mana 
wajib pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. 
4. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan 
kepada Hakim Komisaris atau Balai Harta Peninggalan, atau curator dan 
dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi. Surat Paksa 
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diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan 
pemberesan, atau likuidator atau Penerima Kuasa. 
5. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa 
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa 
dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud. Yang dimaksud 
dengan seorang kuasa pada ayat ini adalah orang pribadi atau badan 
yang menerima kuasa khusus untuk menjalanakan hak dan kewajiban 
perpajakan. 
6. Dalam hal wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 
tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian 
Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada 
papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, 
mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah. 
2.1.6 Pencairan Tunggakan Pajak 
Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan 
Penagihan Pajak, mendefinisikan pencairan tunggakan atau piutang pajak 
adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum 
tahun berjalan, yang terdiri dari. 
1. Pembayaran melalui SSP; 
2. Pembayaran melalui Pbk; 
3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan 
Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP 
yang tidak benar; 
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan 
Peninjauan Kembali. 
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5. Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo 
awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan 
dokumen pendukung yang memadai. 
Tindakan awal dalam penagihan pajak agar Wajib Pajak melunasi utang 
pajaknya adalah dengan diterbitkan Surat Teguran. Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa 
pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, 
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang 
ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 
pembayaran.” Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat tujuh hari jatuh tempo 
tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan 
diterbitkan Surat Teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam 
melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan pajaknya agar tidak 
dilakukan prosedur selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan pajak 
sehingga taget pencairan dari tunggakan pajak yang terus menigkat akan 
tercapai. 
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
561/KMK.04/2000 pasal 6 menyatakan bahwa “Apabila jumlah utang pajak yang 
masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 
21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera 
menerbitkan Surat Paksa.” Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 7 ayat 1 menjelaskan agar tercapai 
efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini 
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memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama 
dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat 
dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan 
banding dan Wajib Pajak lebih merasa takut sehingga membayar utang pajaknya 
agar tidak dilakukan penyitaan. 
 
2.2 Penelitian Terdahulu 
Beberapa peneliti terdahulu yang melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sebagai berikut. 
Ritonga (2012) hasil penelitian dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (5,037 
> 2,032), memiliki  tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih 
kecil dari pada  0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan 
surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
Erwis (2012) dalam penelitiannya “Efektivitas Penagihan Pajak dengan 
Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan 
memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP 
Pratama Makassar Selatan. 
Velayati (2013) dalam penelitiannya “Analisis Efektivitas dan Kontribusi 
Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya 
Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu 
Tahun 2010-2012)”. Hasil penelitian dengan menggunakan rumus efektivitas 
menunjukkan bahwa efektivitas Surat Teguran tergolong tidak efektif. Efektivitas 
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Surat Paksa pada tahun 2010 dan 2012 tergolong tidak efektif tetapi di tahun 
2011 dikategorikan sangat efektif. Penilaian tingkat kontribusi dengan 
menggunakan Rasio Penerimaan Tunggakan Pajak (RPTP) menunjukkan Surat 
Teguran dan Surat Paksa masuk kategori sangat kurang. 
Marduati (2012) dalam penelitiannya “Pengaruh Penagihan Pajak dengan 
Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP 
Pratama Makassar Barat. Hasil penelitiannya penagihan pajak dengan surat 
teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Koefisien determinasi menunjukkan 0.443 atau 
44.3% yang artinya 44.3% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh jumlah 
surat teguran dan jumlah surat paksa yang diterbitkan. Sedangkan sisanya 
55,7% pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar 
pembahasan ini. 
Ningsih (2008) dalam penelitiannya “Analisis Pengaruh Surat Teguran, 
Surat Paksa, dan Penyitaan Monetary Asset di Bank terhadap Pencairan 
Tunggakan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Barat”. Hasil penelitiannya dapat 
diketahui bahwa surat teguran, surat paksa, dan penyitaan Monetary Asset di 
Bank tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kanwil DJP 
Jakarta Barat. 
Wijoyanti (2010) dalam penelitiannya “Pengaruh Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang 
Prapatan”. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa thitung > ttabel (5,037 > 2,032), 
memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 
0,05 maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap wajib pajak. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 
Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah Self 
Assessment System. Self Assessment System merupakan suatu sistem 
pengenaan pajak di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 
memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. 
Dengan diterapkannya Self Assessment System diharapkan peran serta wajib 
pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Self Assessment System 
tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih adanya wajib pajak yang tidak 
melaksanakan kewajiban membayar utang pajaknya sehingga menimbulkan 
tunggakan pajak. Maka perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak. 
Tindakan penagihan pajak yang dilakukan yaitu dengan pemberitahuan 
surat teguran dan surat paksa. Tindakan penagihan pajak berdasarkan urutan 
proses dan waktu pelaksanaannya dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 
Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran 
utang pajak. Setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan penanggung 
pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka diterbitkannya surat 
paksa. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka 
waktu 2 x 24 jam maka dilakukan penyitaan. 
Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema 
kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Kerangka pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Hipotesis Penelitian 
2.4.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan Tunggakan Pajak 
Langkah awal dalam tindakan penagihan adalah penerbitan Surat 
Teguran. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Surat Teguran diterbitkan 
apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 7 hari jatuh 
tempo tunggakan pajak. 
Surat Teguran diterbitkan bermaksud untuk memperingatkan wajb pajak 
agar melaksanakan kewajibannya dan masih bersifat persuasif dan belum ada 
sanksi hukum. Langkah ini diambil sebagai peringatan agar wajib pajak segera 
melunasi utang pajaknya dan bermaksud memberikan kesempatan kepada wajib 
Tunggakan Pajak 
Penagihan Pajak 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
Surat Paksa Surat Teguran 
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pajak sebelum dilakukannya tindakan penagihan pajak dengan upaya paksa, 
yaitu diterbitkannya Surat Paksa.  
Hasil penelitian Marduati (2012) mengungkapkan bahwa penagihan pajak  
dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Berdasarkan hal tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H1: Surat Teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak 
di KPP Madya Makassar. 
 
2.4.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak 
Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 hari 
diterbitkan Surat Teguran, maka diterbikan Surat Paksa. Surat Paksa adalah 
surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. 
Surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti grosse dari 
putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi 
pada hakim atasan.Surat Paksa diterbitkan bertujuan untuk menagih utang pajak. 
Jika wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Paksa belum juga melunasi utang 
pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya 
wajib pajak akan merasa takut, sehingga wajib pajak akan segera melunasi 
tunggakan pajaknya yang akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. 
Berdasarkan penelitian Wijoyanti (2010) menyimpulkan bahwa penagihan 
pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H2: Surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di 
KPP Madya Makassar. 
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2.4.3 Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa secara Simultan terhadap 
Pencairan Tunggakan Pajak 
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak aktif 
merupakan tindakan penagihan pajak di mana fiskus berperan aktif dalam arti 
tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti 
dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 
Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 7 hari 
jatuh tempo tunggakan pajak, maka diterbitkan surat teguran. Jika wajib pajak 
belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 21 hari diterbitkan Surat 
Teguran, maka diterbikan Surat Paksa. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, 
sehingga wajib pajak akan segera melunasi tunggakan pajaknya yang akan 
mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa baik surat 
teguran maupun surat paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan 
pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang sudah disebutkan di atas. 
Olehnya itu maka perlu diteliti juga pengaruh variabel-variabel tersebut secara 
simultan terhadap pencairan tunggakan pajak, sehingga dari uraian tersebut 
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 
H3: Surat teguran dan surat paksa secara simultan berpengaruh 
terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Rancangan penelitian 
Rancangan penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif, yang 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap 
pencairan tunggakan pajak. Menurut Sugiyono (2013) analisis statistik deskriptif 
adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 
terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana 
adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku 
umum. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian ini, maka 
dilakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2014 sampai dengan Februari 
2015. 
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:61). 
Populasi dalam penelitian ini wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2013:62). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah wajib 
pajak yang memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir (2011-2013) 
pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. 
 
3.4 Jenis Data dan Sumber Data 
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  penelitian  di  Kota  Makassar,  salah  
satu  kota dan merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder 
merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder 
yang digunakan yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi 
yang bersangkutan dan data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian 
berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti mempergunakan 
beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut 
1. Metode Observasi atau Pengamatan  
a. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung 
ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan 
pelaksanaan penagihan pajak oleh Jurusita Pajak di KPP Madya 
Makassar. 
b. Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori 
2. Metode Interview atau Wawancara 
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Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung 
dengan Fiskus di KPP Madya Makassar dan Jurusita serta pihak-pihak 
terkait pada seksi penagihan. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data 
yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KPP Madya Makassar yaitu 
data laporan realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan. 
4. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan yaitu memperoleh data dengan cara membaca atau 
mempelajari referensi-referensi atau literatur-literatur yang ada sesuai 
dengan masalah yang sedang diteliti. 
 
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Berdasarkan rumusan masalah, variabel operasional yang digunakan 
dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yang terdiri atas dua variabel 
independen (bebas) dan satu variabel dependen (terkait), yaitu. 
a. Surat Teguran (X1) 
Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP apabila 
penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran. Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari 
banyaknya jumlah tunggakan pajak dari surat teguran yang diterbitkan. 
b. Surat Paksa (X2) 
Surat paksa adalah surat yang diterbitkan oleh KPP dan diberitahukan 
secara langsung oleh jurusita pajak kepada wajib pajak. Variabel surat 
paksa yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah tunggakan pajak dari 
surat teguran yang diterbitkan. 
34 
 
c. Pencairan Tunggakan Pajak (Y) 
Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan 
dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa 
pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Variabel 
pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang 
terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT. 
 
3.7 Analisis Data 
Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan data dalam jumlah 
angka yang sangat besar. Sehingga untuk memudahkan dalam pengolahan 
data, data yang diperoleh di-Log. 
Penelitian ini menggunakan aplikasi perangkat lunak dalam menganalisis 
data. Aplikasi yang digunakan adalah Statistical Product and Service Solution 
(SPSS). Metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji 
hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
  
3.7.1 Uji Asumsi Klasik 
Dalam penggunaan regresi, terdapat beberapa asumsi dasar yang 
menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik dari model regresi yang 
diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa. Dengan terpenuhinya asumsi 
asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati 
atau sama dengan kenyataannya klasik. Asumsi-asumsi dasar itu dikenal 
sebagai asumsi klasik yaitu sebagai berikut. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada 
persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau 
berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika 
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mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi 
mendekati normal atau normal sama sekali. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi 
yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi 
linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-
variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya menjadi terganggu. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari observasi yang satu 
dengan observasi yang lain. Jika varians tetap maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem 
heteroskedastisitas. 
4. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
 
3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis regeresi berganda (Multiple Regression Analysis) pada dasarnya 
merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya 
digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap 
variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu 
persamaan linier. Pengaruh variabel independen (karena umumnya ada korelasi 
antar variabel independen), dalam analisis regresi berganda dapat diukur secara 
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parsial (ditunjukkan oleh coefficients of partial regression) dan secara bersam-
sama yang ditunjukkan oleh coeficients of multiple determination (R2). 
 
Rumus regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + e 
Dimana: 
Y  = jumlah pencairan tunggakan pajak 
a  = konstanta 
b1  = koefisien surat teguran 
X1  = surat teguran 
b2  = koefisien surat paksa 
X2  = surat paksa 
e  = faktor penganggu 
3.7.3 Uji hipotesis 
1. Uji Parsial (t-test) 
Uji signifikansi secara parsial atau sering kali disebut uji t bertujuan 
untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 
individual terhadap variabel dependen. 
2. Uji Simultan (F-test) 
Uji signifikansi simultan atau sering kali disebut uji F bertujuan untuk 
melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat. 
3. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi 
linier berganda terhadap suatu data. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien 
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determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain 
semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam 
menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin 
mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, 
semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen. Dengan kata lain semakin besar kemampuan model 
regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel 
dependen. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN 
 
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar 
Kantor Pelayanan pajak Madya Makassar dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan (Pemenkeu) Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 
Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak. Pembentukan KPP Madya Makassar bersamaan dengan 
pembentukan 13 KPP Madya lainnya dengan sistem administrasi modern di 
seluruh Indonesia. 
Perubahan mendasar dari berlakunya sistem modern ini adalah 
perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak 
menjadi organisasi berdasarkan fungsi. Di samping itu, dalam melaksanakan 
tugasnya sehari-hari para pegawai telah diikat dengan kode etik pegawai yang 
ditetapkan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 jo. Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 506/KMK.03/2004 tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini 
dimaksudkan agar para pegawai dapat melakukan tugasnya dengan optimal 
sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta terbebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan dari 
sektor pajak yang dibebankan setiap tahunnya dan dapat mewujudkan 
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih 
(clean government). 
Berdasarkan KEP-31/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 KPP Madya 
Makassar mulai beroperasi pada tanggal 9 April 2007 dengan 
mengadministrasikan 301 wajib pajak. Kemudian berdasarkan KEP-33/PJ/2008 
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tanggal 25 Maret 2008, terhitung mulai tanggal 7 April 2008 wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Madya Makassar bertambah menjadi 821 wajib pajak yang 
kemudian ditambah lagi menjadi 1105 wajib pajak berdasarkan KEP-26/PJ/2011. 
Wilayah Kerja KPP Madya Makassar meliputi 3 (tiga) provinsi di pulau 
Sulawesi, yaitu : 
 Sulawesi Selatan 
 Sulawesi Barat 
 Sulawesi Tenggara 
4.1.2 Visi dan Misi 
1. Visi KPP Madya Makassar 
Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang senantiasa menjunjung tinggi 
nilai-nilai kementerian keuangan, terpercaya dan dapat dibanggakan. 
2. Misi KPP Madya Makassar 
Memberikan pelayanan terbaik guna meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dalam rangka menghimpun penerimaan pajak negara secara 
efektif dan efisien berdasarkan UU perpajakan. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Madya Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sub Bagian Umum KPP Madya Makassar 
Penjelasan Struktur Organisasi. 
1. Kepala Kantor bertugas mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, 
dan pengawasan wajib pajak di bidang perpajakan dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Sub. Bagian Umum memunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 
keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi memunyai tugas melakukan 
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 
Kepala KPP 
Madya Makassar 
Sub Bagian 
Umum 
Seksi Pengolahan 
Data dan Informasi 
Seksi Pelayanan Seksi Penagihan 
Seksi Waskon II 
 
Seksi Waskon I 
Seksi Pemeriksaan 
Seksi Waskon IV 
 
Seksi Waskon III 
 
Kelompok Fungsional 
Pemeriksa I 
Kelompok Fungsional 
Pemeriksa II 
Kelompok Fungsional 
Pemeriksa I 
Kelompok Fungsional 
Pemeriksa IV 
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perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen 
perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi 
e-SPTdan e-Filling, serta penyiapan laporan kerja. 
4. Seksi Pelayanan memunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produkhukum perpakjakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 
wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 
5. Seksi Penagihan memunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 
piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan 
aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan. 
6. Seksi Pemeriksaan memunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) serta 
administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 
7. Fungsional Pemeriksa I, Fungsional Pemeriksa II, Fungsional Pemeriksa 
III, dan Fungsional Pemeriksa IV memunyai tugas melakukan 
pemeriksaan pajak yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan 
sederhana dan pemeriksaan dalam rangka penagihan. 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) I, Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi (Waskon) II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) III, 
serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) IV, masing memunyai 
tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 
pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis 
perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, 
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rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan 
pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi banding. 
 
4.1.4 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Di KPP Madya Makassar 
Berikut ini adalah tabel rencana dan realisasi penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Makassar untuk tahun 2011 sampai 2013. 
Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Madya Makassar 
Tahun 2011-2013 (dalam jutaan rupiah) 
Tahun Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan 
2011 Rp. 1.649.656 Rp. 1.724.554 
2012 Rp. 2.681.898  Rp. 2.288.181  
2013 Rp. 2.833.216  Rp. 2.714.159  
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Madya Makassar 
 
 
4.1.5 Kondisi Tunggakan Pajak di KPP Madya Makassar 
Berikut adalah data mengenai kondisi tunggakan pajak di KPP Madya 
Makassar pada tahun 2011 sampai 2013 
Table 4.2 Kondisi Tunggakan Pajak Tahun 2011 sampai 2013 
Tahun Jumlah Tunggakan Pajak 
2011 Rp. 198.534.041.678 
2012 Rp. 225.994.151.129 
2013 Rp. 380.995.931.758 
Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Makassar 
 
 
4.2 Deskripsi data 
Data yang akan diolah mengenai jumlah tunggakan pajak dari surat 
teguran dan jumlah tunggakan pajak dari surat paksa yang diterbitkan serta 
penerimaan jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak madya Makassar 
tahun 2011 sampai 2013 dijabarkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.3 Jumlah Tunggakan dari Surat Teguran yang Diterbitkan, Jumlah 
Tunggakan dari Surat Paksa yang Diterbitkan, dan Pencairan Tunggakan 
Pajak Tahun 2011-2013. 
2011 
 
Bulan 
Jumlah Tunggakan 
dari Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
(Y) 
Januari 0  2.169.995.858 54.254.021 
Februari 0  0 0 
Maret 27.418.500.308  0 1.015.942.824 
April 535.847.204  4.157.552.154 2.994.037.600 
Mei 6.405.701.953  22.660.257.324 24.236.460.077 
Juni 3.775.507.641  5.217.535.615 2.065.016.044 
Juli 1.288.237.480  4.924.880.506 4.713.745.905 
Agustus 35.765.835.423  47.875.518 6.263.192.265 
September 3.422.525.400  89.602.785 600.357.944 
Oktober 471.888.323  3.093.662.808 2.021.868.686 
November 3.208.096.712  468.354.491 3.195.280.528 
Desember 5.685.912.801  705.181.658 4.083.946.438 
 
 
2012 
 
Bulan 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
(Y) 
Januari 7.889.647.717 310.977.803 4.725.319.582 
Februari 17.095.110.355 42.443.436.810 44.026.520.117 
Maret 4.276.408.352 3.508.863.012 4.823.165.234 
April 10.033.174.088 15.327.449.662 3.558.708.091 
Mei 2.102.892.457 43.168.703.175 14.365.296.426 
Juni 2.326.749.245 612.241.446 2.083.327.841 
Juli 20.642.516.983 2.919.529.010 4.355.234.527 
Agustus 3.760.502.617 23.007.944.946 11.580.992.356 
September 35.015.354.275 3.734.131.070 4.638.659.614 
Oktober 5.831.420.098 34.819.369.394 36.688.702.059 
November 1.801.152.369 4.920.757.202 2.261.568.500 
Desember 20.606.589.997 10.119.045 3.328.829.882 
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2013 
 
Bulan 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan pajak 
(Y) 
Januari 7.434.663.056 21.450.930.818 11.680.277.939 
Februari 4.795.223.707 1.340.022.121 1.034.614.181 
Maret 5.872.943.195 4.224.137.885 6.167.280.416 
April 8.355.407.316 4.494.002.253 9.721.121.716 
Mei 69.233.914 5.524.942.359 5.476.338.411 
Juni 3.426.577.568 143.645.774 2.139.170.896 
Juli 13.658.024.437 2.700.497.451 5.318.503.373 
Agustus 7.967.974.627 9.158.970.818 6.725.070.121 
September 6.262.478.607 17.574.051 5.108.945.996 
Oktober 32.698.766.594 3.374.303.376 18.533.915.856 
November 71.579.990.388 26.213.172.803 24.080.425.017 
Desember 2.972.370.032 68.488.918.450 1.124.807.881 
Sumber: Seksi Penagihan Pajak KPP Madya Makassar 
Data yang diperoleh merupakan data dalam jumlah angka yang sangat besar, 
maka data di Tabel 4.3 di-log. Adapun hasil data yang sudah di-log sebagai 
berikut. 
Tabel 4.4 Jumlah Tunggakan dari Surat Teguran yang Diterbitkan, Jumlah 
Tunggakan dari Surat Paksa yang Diterbitkan, dan Pencairan Tunggakan 
Pajak Tahun 2011-2013 (yang telah di-log). 
2011 
 
Bulan 
Jumlah Tunggakan 
dari Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
(Y) 
Januari 0,00 9,34 7,73 
Februari 0,00 0,00 0,00 
Maret 10,44 0,00 9,01 
April 8,73 9,62 9,48 
Mei 9,81 10,36 10,38 
Juni 9,58 9,72 9,31 
Juli 9,11 9,69 9,67 
Agustus 10,55 7,68 9,80 
September 9,53 7,95 8,78 
Oktober 8,67 9,49 9,31 
November 9,51 8,67 9,50 
Desember 9,75 8,85 9,61 
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2012 
 
Bulan 
Jumlah Tunggakan 
dari Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
(Y) 
Januari 9,90 8,49 9,67 
Februari 10,23 10,63 10,64 
Maret 9,63 9,55 9,68 
April 10,00 10,19 9,55 
Mei 9,32 10,64 10,16 
Juni 9,37 8,79 9,32 
Juli 10,31 9,47 9,64 
Agustus 9,58 10,36 10,06 
September 10,54 9,57 9,67 
Oktober 9,77 10,54 10,56 
November 9,26 9,69 9,35 
Desember 10,31 7,01 9,52 
 
 
 
2013 
 
Bulan 
Jumlah Tunggakan 
dari Surat Teguran 
yang diterbitkan 
(X1) 
Jumlah 
Tunggakan dari 
Surat Paksa yang 
diterbitkan (X2) 
Pencairan 
Tunggakan Pajak 
(Y) 
Januari 9,87 10,33 10,07 
Februari 9,68 9,13 9,01 
Maret 9,77 9,63 9,79 
April 9,92 9,65 9,99 
Mei 7,84 9,74 9,74 
Juni 9,53 8,16 9,33 
Juli 10,14 9,43 9,73 
Agustus 9,90 9,96 9,83 
September 9,80 7,24 9,71 
Oktober 10,51 9,53 10,27 
November 10,85 10,42 10,38 
Desember 9,47 10,84 9,05 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
 
4.3 Pengujian Hipotesis 
4.3.1 Statistik Deskriptif 
Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan dalam tabel 
4.5 sebagai berikut 
Tabel 4.5 Statistik deskriptif 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pencairan 
Tunggakan pajak 
9.3699 1.69541 36 
Surat Teguran 9.2000 2.33669 36 
Surat Paksa 8.8980 2.38116 36 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel yang digunakan 
adalah sebanyak 36 sampel. Selain itu, dalam tabel di atas menunjukkan: 
Rata-rata jumlah pencairan tunggakan pajak adalah 9,3699 dengan standar 
deviasi 1,69541. 
Rata-rata jumlah surat teguran yang diterbitkan adalah 9,2000 dengan standar 
deviasi 2,33669. 
Rata-rata jumlah surat paksa yang diterbitkan adalah 8,8980 dengan standar 
deviasi 2,38116. 
4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi 
telah memenuhi kriteria atau tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius. Oleh 
karena itu sebelum membuat model regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 
klasik sebagai berikut. 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data yang 
artinya data tersebut harus terdistribusi secara normal. Ada beberapa 
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cara yang bisa dilakukan dalam uji normalitas tetapi yang paling umum 
digunakan adalah Normal P-P Plot. Berikut adalah hasil pengolahan data 
untuk uji normalitas yang disajikan pada gambar 4.2. 
Gambar 4.2 Output Pengujian Normalitas 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah  
Dari gambar 4.2 terlihat bahwa data (titik) menyebar di sekitar garis 
diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat 
disimpulkan bahwa data yang diolah adalah data yang berdistribusi normal yang 
artinya uji normalitas terpenuhi. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi yang 
tinggi antar variabel bebas (independent) dalam suatu model regresi. 
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 
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variabel independen. Berikut tabel 4.6 yang menyajikan hasil output uji 
multikolinearitas. 
Tabel 4.6 Output Pengujian Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Surat Teguran .856 1.169 
Surat Paksa .856 1.169 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Dengan menggunakan besaran tolerance (á) dan variance inflation factor 
(VIF) dapat dilihat bahwa VIF surat teguran dan surat paksa adalah 1.169 < 5 
dan semua tolerance variabel bebas (0.856 = 85,6 %) diatas 5% sehingga dapat 
disimpulkan bahwa antar variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya 
ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 
dengan hasil output SPSS melalui garfik scatterplot antar Z prediction 
(ZPRED) yang merupakan variabel bebas dan nilai residulnya (SRESID) 
merupakan variabel terikat. Berikut gambar 4.3 yang menyajikan grafik 
hasil output uji heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.3 Output Pengujian Heteroskedastisitas 
 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Analsis hasil output SPSS (gambar scatterplot) diatas didapatkan titik-titik 
menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. 
Jadi kesimpulannya variabel bebas diatas tidak terjadi heteroskedastisitas atau 
bersifat homoskedastisitas 
4. Uji Autokorelasi 
Persamaan regresi yang baik adalah tidak memiliki masalah autokorelasi 
karena jika terjadi maka persamaan tersebut tidak layak dipakai prediksi. 
Masalah autokorelasi timbul jika ada korelasi secara linear antara 
kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode 
t-1 (sebelumnya). Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya 
masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW). Berikut tabel 4.7 
yang menyajikan hasil ouput uji autolorelasi. 
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Tabel 4.7 Output Pengujian Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 2.726 
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
Dari hasil olah data diatas, ditemukan Durbin-Watson test (d) yaitu 2.726. 
Diketahui (dl) sebesar 1,295 dan (4 – dl) sebesar 2,705.  Maka nilai (d) lebih 
besar dari (4 - dl) yaitu 2,726 > 2,705, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
tersebut terjadi autokorelasi.  
4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS diperoleh output sebagai 
berikut. 
Tabel 4.8 Output Regresi Linear Berganda 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.338 .3612  3.820 .001 
Surat 
Teguran 
.447 .060 .616 7.465 .000 
Surat 
Paksa 
.328 .059 .461 5.580 .000 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka diperoleh persamaan regresi 
berganda. 
Y = 2.338 + 0.447 X1 + 0.328 X2 
Dari persamaan regresi tersebut, terlihat bagaimana pengaruh surat 
teguran (X1) dan surat paksa (X2) terhadap penerimaan tunggakan pajak (Y). 
Hasil diatas memberikan pemahaman bahwa jika tidak terjadi penerbitan surat 
teguran dan surat paksa maka besarnya penerimaan tunggakan pajak diprediksi 
sebesar 2.338 berdasarkan nilai kostanta (a). Selanjutnya nilai koefisien regresi 
surat teguran (b1) = 0.447 menunjukkan bahwa setiap penambahan/penurunan 
satu satuan surat teguran maka akan meningkatkan/menurunkan penerimaan 
tunggakan pajak sebesar 0.447 satuan. Demikian pula dengan nilai koefisien 
regresi surat paksa (b2) = 0.328 menunjukkan bahwa setiap 
penambahan/penurunan satu satuan surat paksa maka akan 
meningkatkan/menurunkan penerimaan tunggakan pajak sebesar 0.328 satuan. 
4.3.4 Uji Parsial (t-test) 
Uji parsial (individu) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Berikut ini akan 
dijelaskan pengujian masing-masing variabel secara parsial.  
1. Variabel surat teguran (X1)  
Pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak 
menunjukkan hasil signifikan dan bertanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai 
signifikansinya sebesar 0.000 yang lebih kecil dari α = 0.05 (0.000 < 0,05) 
sehingga hasil ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama (H1) yang 
menyatakan bahwa surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan 
tunggakan pajak, diterima. 
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2. Variabel Surat Paksa (X2) 
 Pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukkan 
hasil signifikan dan bertanda positif. Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansinya 
sebesar 0.000 yang lebih kecil dari α = 0.05 (0.000 < 0,05) sehingga hasil ini 
menjelaskan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa surat 
paksa berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak, diterima.  
 
4.3.5 Uji Simultan (F-test) 
 Pengujian hipotesis secara bersama-sama dilakukan dengan 
menggunakan Uji F. Uji F dilakukan untuk menguji hubungan signifikansi antara 
variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hasil 
yang menyakinkan maka akan dilakukan pengujian Fhitung dan Ftabel dengan 
tingkat signifikansi 0.05 atau 5%. Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. 
Tabel 4.9 Output Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
1 
Regression 81.243 2 40.621 69.237 .000b 
Residual 19.361 33 .587     
Total 100.604 35       
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
b. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 
Berdasarkan output SPSS diperoleh nilai Fhitung sebesar 69.237 dengan 
signifikansi 0.000 < 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen sehingga hipotesis 
ketiga (H3) yang menyatakan bahwa surat teguran dan surat paksa secara 
simultan berpengaruh terhadap penerimaan tunggakan pajak, diterima  
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4.3.6 Koefisien Determinasi (R2) 
 Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 
peranan variabel bebas (independen) yaitu surat teguran dan surat paksa secara 
bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat 
(dependen). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut. 
Table 4.10 Output Pengujian Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .899a .808 .796 .76597 2.726 
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
Sumber: Data sekunder yang diolah 
 Pada hasil perhitungan SPSS, diperoleh angka R square (R2) adalah 
0.808 yang berarti 80.8 % penerimaan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar 
dijelaskan oleh variabel jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. 
Sedangkan sisanya 19.2 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
4.4 Pembahasan 
Empat pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan bertujuan untuk 
memperoleh model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias yang 
terbaik (Best Linier Unbiased Estimator/BLUE). Dari pengujian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, autokorelasi dan telah memenuhi asumsi normalitas. 
 Hasil pengujian variabel surat teguran yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa jumlah tunggakan pajak dari surat teguran yang diterbitkan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
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Hal ini terbukti pada nilai thitung 7.465 dengan nilai signifikansi (0.000) lebih kecil 
dari batas signifikansi (0.05). Pada variabel surat teguran diperoleh nilai koefisien 
regresi (b1) sebesar 0.447 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa 
jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami peningkatan maka 
pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar akan meningkat juga. 
Demikian sebaliknya, jika jumlah surat teguran yang diterbitkan mengalami 
penurunan maka pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar akan 
menurun. 
 Hasil pengujian variabel surat paksa yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa jumlah tunggakan pajak dari surat paksa yang diterbitkan 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Hal ini terbukti pada nilai thitung 5.580 dengan nilai signifikansi (0.000) lebih kecil 
dari batas signifikansi (0.05). Pada variabel surat paksa diperoleh nilai koefisien 
regresi (b2) sebesar 0.328 atau bertanda positif maka dapat dikatakan bahwa 
jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami peningkatan maka pencairan 
tunggakan pajak di KPP Madya Makassar akan meningkat juga. Demikian 
sebaliknya, jika jumlah surat paksa yang diterbitkan mengalami penurunan maka 
pencairan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar akan menurun. 
 Hasil uji simultan diperoleh nilai Fhitung 69.237 dengan tingkat signifikansi 
0.000 < 0.05. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa surat teguran dan surat 
paksa berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak secara 
simultan. Koefesien determinasi (R2) yang diperoleh menunjukkan bahwa 
penerimaan tunggakan pajak di KPP Madya Makassar dapat dijelaskan oleh 
faktor jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan. Dimana koefisien 
determinasi (R2) menunjukkan bahwa 80.8% penerimaan tunggakan pajak 
dipengaruhi oleh jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP 
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Madya Makassar sedangkan sisanya sebesar 19.2% dijelaskan oleh faktor-faktor 
lain di luar penelitian. 
 Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Ningsih (2008) dan Marduati (2012) yang menunjukkan hasil yang 
signifikan, di mana setelah melakukan penagihan pajak dengan surat teguran 
dan surat paksa maka pencairan tunggakan pajak meningkat. Hal ini 
menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak 
dengan surat teguran dan surat paksa baik secara parsial maupun secara 
simultan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Makassar. Berdasarkan pada analisis yang telah diuraikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mendukung semua hipotesis yang 
diajukan, penjelasan rincinya sebagai berikut. 
1. Surat teguran yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan 
tunggakan pajak di KPP Madya Makassar. 
2. Surat paksa yang diterbitkan berpengaruh terhadap pencairan 
tunggakan pajak di KPP Madya Makassar. 
3. Surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan secara simultan 
berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Madya 
Makassar. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat 
menjadi bahan pertimbangan kedepannya. 
1. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa perlu 
ditingkatkan lagi dengan harapan kepatuhan wajib pajak akan lebih 
baik, sehingga mengurangi tunggakan dan meningkatkan penerimaan 
pajak. 
2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 
dengan sosialisasi-sosialisasi pajak dan sebaiknya fiskus memberikan 
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pelayanan yang baik sehingga mendorong partisipasi wajib pajak 
memenuhi kewajiban pajaknya. Sehingga terciptalah masyarakat 
yang sadar dan peduli pajak. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluaskan ruang 
lingkup penelitian dan memperbanyak jumlah sampel atau menambah 
variabel independen. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi 
hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut misalnya penulis hanya 
menggunakan atau menguji 2 (dua) variabel independen (X) saja, yaitu jumlah 
tunggakan pajak dari surat teguran yang diterbitkan dan jumlah tunggakan pajak 
dari surat paksa yang diterbitkan serta jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya 
menggunakan data variabel dari tahun 2011 sampai 2013. 
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Lampiran 1 
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2013 
 
Sumber Penerimaan 20131) 
                  
I. 
Penerimaan Dalam 
Negeri 
          
1 497 521 
  
              
  
  
  Penerimaan Perpajakan  490 988   
              
  
  
    Pajak Dalam Negeri  470 052   
      Pajak Penghasilan  238 431   
      Pajak Pertambahan Nilai  154 527   
      Pajak Bumi dan Bangunan   23 724   
      Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan   5 953   
      Cukai  44 679   
      Pajak Lainnya  2 738   
    Pajak Perdagangan Internasional   20 936   
      Bea Masuk  16 699   
      Pajak Ekspor  4 237   
              
  
  
  Penerimaan Bukan Pajak  215 120   
              
  
  
    Penerimaan Sumber Daya Alam  132 893   
    Bagian laba BUMN  23 223   
    Penerimaan Bukan Pajak Lainnya  56 873   
    Pendapatan Badan Layanan Umum  2 131   
              
  
  
II. Hibah           
 4 484 
  
              
  
  
  Jumlah           
1 502 005 
  
Sumber : Badan Pusat Statistik 
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Lampiran 2 
PENERBITAN DAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DARI SURAT 
TEGURAN DAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA 
MAKASSAR 
TAHUN 2011-2013 
2011 
Bulan 
Surat Teguran Surat Paksa 
Penerbitan Pencairan Penerbitan Pencairan 
lbr Rupiah Rupiah lbr Rupiah Rupiah 
Januari 0 0  0 42 2.169.995.858 54.254.021 
Februari 0 0  0 0 0 0 
Maret 162 27.418.500.308  1.015.942.824 0 0 0 
April 40 535.847.204  483.160.856 47 4.157.552.154 2.510.876.744 
Mei 57 6.405.701.953  2.096.357.193 128 22.660.257.324 22.140.102.884 
Juni 37 3.775.507.641  1.354.144.413 28 5.217.535.615 710.871.631 
Juli 31 1.288.237.480  627.689.969 88 4.924.880.506 4.086.055.936 
Agustus 82 35.765.835.423  6.220.140.868 13 47.875.518 43.051.397 
September 42 3.422.525.400  532.968.687 17 89.602.785 67.389.257 
Oktober 30 471.888.323  250.292.244 57 3.093.662.808 1.771.576.442 
November 53 3.208.096.712  2.754.682.073 15 468.354.491 440.598.455 
Desember 33 5.685.912.801  3.384.025.180 32 705.181.658 699.921.258 
 
2012 
Bulan 
Surat Teguran Surat Paksa 
Penerbitan Pencairan Penerbitan Pencairan 
Lbr Rupiah Rupiah lbr Rupiah Rupiah 
Januari 69 7.889.647.717 4.428.760.202 21 310.977.803 296.559.380 
Februari 62 17.095.110.355 10.924.775.444 82 42.443.436.810 33.101.744.673 
Maret 59 4.276.408.352 1.332.886.060 32 3.508.863.012 3.490.279.174 
April 72 10.033.174.088 70.854.486 129 15.327.449.662 3.487.853.605 
Mei 65 2.102.892.457 1.379.337.934 195 43.168.703.175 12.985.958.492 
Juni 45 2.326.749.245 1.490.930.630 32 612.241.446 592.397.211 
Juli 157 20.642.516.983 2.313.531.090 59 2.919.529.010 2.041.703.437 
Agustus 68 3.760.502.617 2.240.651.955 142 23.007.944.946 9.340.340.401 
September 37 35.015.354.275 3.355.343.567 68 3.734.131.070 1.283.316.047 
Oktober 70 5.831.420.098 2.258.209.639 29 34.819.369.394 34.430.492.420 
November 80 1.801.152.369 901.577.596 73 4.920.757.202 1.359.990.904 
Desember 99 20.606.589.997 3.325.791.526 14 10.119.045 3.038.356 
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2013 
Bulan 
Surat Teguran Surat Paksa 
Penerbitan Pencairan Penerbitan Pencairan 
lbr Rupiah Rupiah lbr Rupiah Rupiah 
Januari 36 7.434.663.056 4.624.760.105 77 21.450.930.818 7.055.517.834 
Februari 39 4.795.223.707 763.355.895 19 1.340.022.121 271.258.286 
Maret 54 5.872.943.195 5.532.999.067 63 4.224.137.885 634.281.349 
April 27 8.355.407.316 7.492.876.615 72 4.494.002.253 2.228.245.101 
Mei 19 69.233.914 68.333.914 34 5.524.942.359 5.408.004.497 
Juni 78 3.426.577.568 1.995.525.122 12 143.645.774 143.645.774 
Juli 107 13.658.024.437 5.240.434.824 34 2.700.497.451 78.068.549 
Agustus 80 7.967.974.627 6.543.563.584 112 9.158.970.818 181.506.537 
September 25 6.262.478.607 5.091.371.945 15 17.574.051 17.574.051 
Oktober 39 32.698.766.594 18.313.837.992 64 3.374.303.376 220.077.864 
November 70 71.579.990.388 22.290.428.259 88 26.213.172.803 1.789.996.758 
Desember 33 2.972.370.032 32.279.299 23 68.488.918.450 1.092.528.582 
 
Lampiran 3 
HASIL OUTPUT SPSS VERSI 20 FOR WINDOWS 
STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Pencairan 
Tunggakan pajak 
9.3699 1.69541 36 
Surat Teguran 9.2000 2.33669 36 
Surat Paksa 8.8980 2.38116 36 
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Correlations 
 Pencairan 
Tunggaka
n Pajak 
Surat 
Teguran 
Surat 
Paksa 
Pearson 
Correlation 
Pencairan Tunggakan 
Pajak 
1.000 .791 .695 
Surat Teguran .791 1.000 .380 
Surat Paksa .695 .380 1.000 
Sig. (1-tailed) 
Pencairan Tunggakan 
Pajak 
. .000 .000 
Surat Teguran .000 . .011 
Surat Paksa .000 .011 . 
N 
Pencairan Tunggakan 
Pajak 
36 36 36 
Surat Teguran 36 36 36 
Surat Paksa 36 36 36 
 
UJI HIPOTESIS 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
Surat Paksa, 
Surat 
Teguranb 
. Enter 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan 
pajak 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .899a .808 .796 .76597 2.726 
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak 
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ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 81.243 2 40.621 69.237 .000b 
Residual 19.361 33 .587   
Total 100.604 35    
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
b. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
 
 
 
Collinearity Diagnosticsa 
Model Dimension Eigenvalue Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) Surat 
Teguran 
Surat 
Paksa 
1 
1 2.932 1.000 .00 .01 .01 
2 .039 8.687 .03 .50 .85 
3 .029 10.081 .97 .50 .14 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.338 .612  3.820 .001 
Surat Teguran .447 .060 .616 7.465 .000 
Surat Paksa .326 .059 .461 5.580 .000 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
N 
Predicted Value 2.3380 10.6087 9.3699 1.52356 36 
Std. Predicted Value -4.615 .813 .000 1.000 36 
Standard Error of 
Predicted Value 
.128 .612 .184 .124 36 
Adjusted Predicted 
Value 
2.3708 10.6198 9.3326 1.61703 36 
Residual -2.33801 2.33404 .00000 .74376 36 
Std. Residual -3.052 3.047 .000 .971 36 
Stud. Residual -5.076 4.619 .023 1.417 36 
Deleted Residual -6.46641 5.36323 .03726 1.65161 36 
Stud. Deleted Residual -10.678 7.651 -.012 2.438 36 
Mahal. Distance .011 21.373 1.944 5.397 36 
Cook's Distance .000 15.167 .857 3.065 36 
Centered Leverage 
Value 
.000 .611 .056 .154 36 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan Pajak 
 
UJI ASUMSI KLASIK 
1. Uji Normalitas 
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2. Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
Surat 
Teguran 
.856 1.169 
Surat Paksa .856 1.169 
a. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
 
3. Uji Autokorelasi 
 
Model Summaryb 
Model Durbin-Watson 
1 2.726 
a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran 
b. Dependent Variable: Pencairan Tunggakan pajak 
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4. Uji Heterokedastisitas 
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